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HUKUM PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID 

(Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU ke-1 Tahun 1926 Dengan Fatwa Syaikh 

Mahmud Syaltut) 

 

Fani Istihanah 

NIM:082321005 

 

Abstrak 

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan 

seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dinamakan zakat juga 

karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh kebersihan jiwa dan 

memupuk dengan perbagai kebajikan. Sebagaimana yang telah dinaskan dalam al-

Qur'an Surat at-Taubah (9): 60, bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 

delapan golongan (Asnaf Samaniyah) tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. 

Namun, yang menjadi permasalah adalah apakah dana zakat tersebut dapat 

disalurkan untuk mendanai pembangunan sebuah Masjid. Dalam menentukan hal 

ini, masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, di antaranya Muktamar NU 

dan Syaikh Mahmud Syaltut. Di mana salah satu perdebatan mereka mengenai 

delapan sasaran zakat ialah mempertentangkan pada lafadz dan makna, terutama 

tentang menganalogikan fi sabilillah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 

memfokuskan tentang: apa saja yang menjadi perbedaan pendapat antara 

Muktamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut dalam menghukumi zakat untuk 

pembangunan masjid?  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yang 

obyek penelitiannya adalah pandangan Muktamar NU dan Syaikh Mahmud 

Syaltut. Metode pengumpulan datanya dokumentasi, Sedangkan analisis datanya 

adalah deskriptif-analitik komparatif, yaitu suatu cara menggambarkan dan 

menganalisis secara cermat dalam membandingkan perbedaan pandangan kedua 

tokoh tersebut tentang memformulasikan hukum menggunakan dana zakat untuk 

membangun Masjid berdasarkan hukum normatif yang berlaku (seperti al-Qur'an 

dan Hadis dan para 'ulama). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pandangan Muktamar 

NU menyatakan bahwa zakat untuk pembangunan masjid, madrasah-madrasah 

atau pondok-pondok yang disandarkan atau digolongkan pada hak sabilillah 

adalah tidak boleh. Sedangkan Syaikh Mahmud Syaltut memberikan pandangan 

pada lafz fi sabilillah dengan memperluas makna jihad. Artinya bahwa jihad tidak 

hanya dipandang dengan perang dan tentara, akan tetapi jihad dilihat pada makna 

yang lebih umum yaitu kemaslahatan umum kaum muslimin , karena membangun 

Masjid juga merupakan jihad untuk mensyi'arkan Agama Allah dan menjaga 

eksistensi kaum Muslimin, terlebih bila ada serangan musuh, seperti gazwah al-

fikri dan sebagainya. Maka demi kepentingan seperti ini, boleh memberikan zakat 

pada Masjid. 

 

Kata kunci : Zakat, Muktamar NU, Syaikh Mahmud Syaltut. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987. 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ة

 ta’ t te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 Sin s es ش

 syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 Lam l ‘el ل
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 mim m ‘em و

ٌ nun n ‘en 

 waw w w و

ِ ha’ h ha 

 hamzah , apostrof ء

ً ya’ y Ye 

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta„addidah يتعددة

 ditulis „iddah عدة

 

Ta’ Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis ḥikmah حكًة

 ditulis jizyah جسية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

الأونيبءكراية   ditulis Karāmah al-auliyā‟ 

 

b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau ḍammah 

ditulis dengan t. 

 ditulis Zakāt al-fitr زكبة انفطر

 

 

Vokal Pendek 

 fatḥah ditulis a ـَ

 kasrah ditulis i ـِ
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 ḍammah ditulis u ـُ

 

Vokal Panjang 

1. Fathah  + alif ditulis ā 

 ditulis jāhiiyah جبْهيّ 

2. Fathah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis tansā تُسي 

3. Kasrah  + ya’ mati ditulis ī 

 ditulis karīm كريى 

4. Dammah + wāwu mati ditulis ū 

 ditulis furūḍ فروض 

 

Vokal Rangkap 

1. Fathah  + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بيُكى 

2. Fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قول 

 

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis a‟antum أأَتى

 ditulis u„iddat أعدت

 ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur‟ān انقرآٌ

 ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 
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 ‟ditulis as-Samā انسًبء

 ditulis as-Syams انشًص

 

Penulisan kata-kata daam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis zawī al-furūḍ ذوى انفروض

 ditulis ahl as-Sunnah أْم انسُّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian zakat menurut syara ialah pemberian sesuatu yang wajib 

diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran 

tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
1
 Seseorang akan 

terbebas dirinya dari penyakit kikir dan tamak jika telah mengeluarkan zakat. 

Begitu pula dengan hartanya, karena tidak ada lagi hak orang lain pada 

hartanya itu.
2
 Allah berfirman, 

                     

            

 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah 

9:103)
3
 

 

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti 

hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala 

bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala 

                                                           
1
 Supani, Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundanga-Undangan  (Purwokerto: 

STAIN PRESS, 2010), hlm. 1. 
2
 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan 

(Jakarta : Rajawali Pers, 1995), hlm. 15. 
3
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, juz 10 (Jakarta : PT Sinergi 

Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 273. 

1 
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bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah. Zakat 

juga merupakan pengikat hubungan dengan sesama manusia. 

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzaki (wajib 

zakat) dan dermawan, dan akan dibagikan atau disalurkan kembali. Bila tidak 

ditetapkan orang-orang yang berhak menerimanya, maka akan muncul 

problematika didalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa sasaran 

zakat adalah kepada delapan sasaran sebagaimana dinyatakan dalam al-

Qur’ ̅n:  

                  

                    

         

 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang 

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana “.(QS At-Taubah : 60)
4
 

 

Berdasarkan ayat di atas jelas, bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada 

sasaran yang delapan itu. Diantara delapan sasaran itu, f  ̅ Sab  ̅ llah (jalan 

Allah) yang penafsirannya agak beragam. Ada yang memahaminya dengan 

pengertian yang luas dan ada pula yang memahaminya dengan pengertian yang 

lebih sempit. 

                                                           
4
 Ibid., juz 10, hlm.264. 
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Pemahaman beragam ini yang pada akhirnya sering menimbulkan 

perdebatan didalam masyarakat Islam, khususnya dalam menyalurkan zakat 

untuk kegiatan-kegiatan syiar Islam yang dapat dikategorikan dalam f  ̅ 

sab l̅illah dalam pengertian yang luas seperti membangun masjid. Padahal 

kegiatan tersebut tidak termasuk dalam delapan penerima zakat. 

Melihat problematika atau permasalahan umat semacam ini, maka salah 

satu organisasi islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) memandang 

perlunya sebuah pedoman atau pegangan hukum yang jelas bagi umat islam 

dalam menyikapi masalah zakat yang diperuntukan kepada selain delapan 

sasaran  yang tercantum jelas dalam al-Qur’ ̅n surat at-Taubah ayat 60. Dalam 

Muktamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H 

yang dilaksanakan di Surabaya para ulama NU dengan tegas menyatakan 

bahwa zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok 

(asrama-asrama) yang disandarkan atau digolongkan pada hak “f   ̅ sab l̅illah” 

adalah tidak boleh. Karena yang dimaksud “f  ̅ sab l̅illah” ialah mereka yang 

berperang di jalan Allah (sab l̅ llah). Keputusan ini didasarkan pada 

kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil zakat untuk 

membangun masjid atau mengkafani mayat sebagaimana terdapat dalam kitab 

Rahmah Al-Ummah.
5
 

                                                           
5
 Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, 

Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010) ( Surabaya: Khalista , 2011), hlm. 7.
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Dalam buku Fatwa-Fatwa karangan Syaikh Mahmud Syaltut tertulis, 

bahwa:
6
 

“Masjid yang dianjurkan untuk didirikan atau dimeriahkan ialah kalau 

hanya satu-satunya dalam suatu desa atau ada lain tapi tidak mencukupi 

sehingga membutuhkan satu bangunan lagi, maka syara‟ membolehkan 

untuk menggunakan uang zakat bagi pendirian tersebut atau untuk 

memperbaikinya, penyaluran yang demikian itu termasuk penyaluran 

dengan nama sab lillah” 

 

Jadi menurut Syaikh Mahmud Syaltut bahwa f  ̅ sab l̅illah maksudnya 

kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakan agama dan 

pemerintahan bukan untuk kepentingan pribadi.
7
 Maksudnya makna “f  ̅ 

sab l̅illah” harus dilihat dalam arti lebih luas mencakup semua kemaslahatan 

umat islam, baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk 

kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, Rumah Sakit, Panti 

Asuhan, Sekolah, Irigasi, Jembatan, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan umum yang tidak  mengandung maksiat. Semua kegiatan yang 

menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian “f  ̅ sab l̅illah”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji 

permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “Hukum Penyaluran 

Zakat Untuk Pembangunan Masjid Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU 

Ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut”  

 

 

                                                           
6
 Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-Fatwa jilid 1 terj, Bustami A Gani dan Zaini Dahlan 

(Jakarta : Bulan Bintang, 1972),  hlm.149.  
7
 Fuad Nasar, “Menjawab Keraguan Bolehkah Zakat Untuk Membangun Masjid”, 

http://www.voa-islam.com,  diakses 13 September 2014 pukul 20.21. 

http://www.voa-islam.com/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalahnya adalah apa 

saja yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara Muktamar NU dan Syaikh 

Mahmud Syaltut dalam menghukumi zakat untuk pembangunan masjid? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai 

tujuan : untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Muktamar 

NU dan Syaikh Mahmud Syaltut. 

2.  Kegunaan 

Adapun kegunaan penyusunan ini, penyusun berharap : 

a. Sebagai upaya untuk menjawab persoalan perbedaan pendapat antara 

Muktamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut mengenai hukum 

penyaluran zakat untuk pembangunan masjid, dengan menghadirkan 

pemikiran Syaikh Mahmud Saltut dan hasil Muktamar NU ke-1 

tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H di Surabaya. 

b. Diharap mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi hasanah 

pemikiran hukum Islam, khususnya pada zakat bagian f  ̅ sab l̅illah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Zakat yang diperuntukan untuk selain delapan golongan (asn ̅f) yang 

diambil dari bagian f  ̅ sab l̅illah seperti untuk membangun masjid merupakan 

masalah yang menarik banyak kalangan, mulai dari kalangan para ulama dan 
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tidak ketinggalan juga menarik perhatian dari kalangan pakar hukum Islam. 

Karena, hal ini menarik para akademisi, untuk mengkaji pemikiran-pemikiran 

itu. 

Penelitian tentang zakat untuk pembangunan masjid dalam bentuk buku 

telah banyak dilakukan, diantaranya:  

Syaikh Mahmoud Syaltout (1893-1963) sebagai tokoh penting dan 

ulama besar Dunia  Islam. Penulis Tafsir al-Qur  ̅n dan pemimpin tertinggi 

serta Rektor  Universitas Al-Azhar Cairo yang diakui kredibilitasnya sebagai 

ahli fikih  terkemuka dan pelopor pendekatan antar-mazhab dalam buku 

Fatwa-fatwa (1973) diterbitkan dua jilid. Buku ini diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia oleh H. Bustami A. Ganidan Zaini  Dahlan M.A.
8
 Dalam 

buku tersebut dibahas secara detail hukum-hukum Islam. Di antara topik 

bahasan yang perlu diketahui masyarakat luas di dalam kitab Fatwa-Fatwa, 

ialah kupasan Mahmud Syaltut terhadap pertanyaan, 

“Bolehkah zakat dipergunakan untuk mendirikan masjid atau 

memperbaikinya?” 

 Dalam buku yang lain karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul, “Fatwa-

fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi”. Terbitan Gema Insani Press, dapat 

ditemui tentang penerapan zakat untuk pembangunan masjid. 

Sementara dalam buku karangan KH. MA. Sahal Mahfudh yang 

berjudul, “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, 

Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)”. Terbitan Khalista 
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 Gema Insani Pers, “Hukum Menggunakan Zakat Untuk Membangun Masjid”, 

http://www.voa-islam.com,diakses 13 September 2014 pukul 20.05. 
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Surabaya, ditemukan bahwa Muktamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 

13 Rabiuts Tsani 1345 H yang dilaksanakan di Surabaya para ulama NU 

dengan tegas menyatakan bahwa zakat untuk pendirian masjid, madrasah-

madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama) yang disandarkan atau 

digolongkan pada hak “sab l̅illah” adalah tidak boleh. Keputusan ini 

didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil 

zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayat sebagaimana terdapat 

dalam kitab Rahmah Al-Ummah. 

Menurut Badrul Tamam zakat memiliki penyaluran yang sudah 

ditentukan. Allah telah menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerimanya 

(asn ̅f) dalam kitab-Nya, 

                  

                      

      

 
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, 

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, 

sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Taubah: 60).
9
 

 

Maka tidak boleh menyalurkan zakat bukan pada asn ̅f tersebut. Dan 

menurut para ulama, bagian f  ̅ sab l̅illah khusus pada jihad. Maka siapa yang 

                                                           
9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, juz 10, hlm.264. 
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menyalurkan zakat kepada pembangunan masjid itu bukan f  ̅ sab l̅illah . 

Karenanya, tidak dibolehkan. Keputusan ini seperti ijm ' di kalangan ulama.
 

Sementara dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa 

penggunaan zakat untuk pembangunan masjid atau semisalnya itu tidak 

diperbolehkan, diantaranya : 

Pertama, Keterangan Hasyiyah al-Raudh : Al-Wazir dan selainnya 

berkata : Para imam telah sepakat, tidak boleh dan tidak sah menyalurkan 

zakat untuk pembangunan masjid, jembatan, dan semisalnya. Tidak pula untuk 

pengafanan mayit dan yang serupa. 

Kedua, Keterangan al-Mausu'ah  Al-Fiqhiyyah disebutkan : para 

fuqaha' berpendapat, tidak boleh menyerahkan zakat pada proyek kebaikan 

selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak boleh zakat digunakan untuk 

pembuatan jalan, pembangunan masjid dan jembatan.
10 

Sementara penelitian lain, ada yang dalam bentuk skripsi, ada beberapa 

penelitian : 

Pertama, Skripsi Alfiah dengan judul Pemikiran M. Amien Rais 

tentang Zakat Profesi, menganalisis pemikiran M. Amien Rais yang 

berpendapat, mengenai ketidak adilan pengkiyasan zakat m ̅ ̅l (profesi) 

dengan zakat pertanian, sebesar 10 %. Beliau lebih memilih mengkiyaskan 

zakat profesi pada zakat rikaz sebesar 20 %. 

Kedua, Skripsi Muhammad Yusuf dengan judul Studi Analisis 

Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil 

                                                           
10

 Badrul Tamam, “Zakat untuk Pembangunan Masjid, Bolehkah?”, http://www.voa-

islam.com, diakses 13  September 2014 pukul 16.00 
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Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, 

menganalisis tentang pelaksanaan pendayagunaan zakat  untuk usaha  

produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung 

(LAZISMA) Jawa Tengah.
11

 

Dari kajian pustaka di atas, sepengetahuan dari penyusun, sepertinya 

belum ada satupun penelitian yang meneliti tentang  Hukum Penyaluran Zakat 

Untuk Pembangunan Masjid Menurut Muktamar NU (Ke-1 Tanggal 21 

Oktober 1926 M) Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut Study Perbandingan. 

E. KerangkaTeori 

Ana Abdulloh Alhasan menjelaskan bahwa golongan para penerima 

zakat itu sudah dijelaskan secara tegas dalam firman Allah subhanahu 

wata‟ala.  

                  

               

             

 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir,orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf 

yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekaan) budak, orang-orang 

yangberhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; 

DanAllah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubat : 

60)
12

 

                                                           
11

  Muhammad Yusuf, Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha 

Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah 

(Semarang : IAIN Fakultas Syari‟ah, 2009). 
12

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, juz 10, hlm.264. 
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Jadi, tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain 8 golongan 

(asn f  ̇am ̅n yah) tersebut.
13

 Hanya memang terdapat perbedaan pendapat 

mengenai masalah pemberian dana zakat untuk masjid. Perbedaan ini 

berawal dari perbedaan penafsiran mengenai maksud dari “sab l̅illah ” pada 

ayat tersebut : 

Pendapat pertama : menyatakan, bahwa maksud dari “sab l̅illah ” 

adalah orang – orang yang sedang berperang, jihad untuk membela agama 

Allah dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, karena itu tidak 

diperbolehkan memberikan zakat untuk masjid. Pendapat ini adalah pendapat 

mayoritas ulama‟ 4 madzhab fiqih, pendapat ini jugamerupakan pendapat 

yang diikuti oleh mayoritas ulama‟ kontemporer. 

Pendapat ini juga dituturkan oleh para ulama NU dalam Muktamar NU 

ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H yang 

dilaksanakan di Surabaya para ulama NU dengan tegas menyatakan bahwa 

zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok 

(asrama-asrama) yang disandarkan atau digolongkan pada hak “sab l̅illah ” 

adalah tidak boleh.  

Menurut para ulama NU,  tidak boleh karena yang dimaksud “sab l̅illah ” 

ialah mereka yang berperang di jalan Allah (sab l̅illah ). 
14

Keputusan ini 

didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil 

                                                           
13

Ana Abdulloh Alhasan, “Hukum Memberikan Zakat untuk membangun masjid atau kas 

masjid?”, http://www.voa-islam.com, diakses 13 September 2014 pukul 16.05. 
14

 Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, hlm. 7.
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zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayat sebagaimana 

terdapat dalam kitab Rahmah Al-Ummah. 

Penyaluran zakat untuk pembangunan masjid tidak dibenarkan 

berdasarkan dua alasan, yaitu : 

1. Masjid tidak bisa menguasai/memiliki, ini menurut pendapat yang 

menyaratkan taml k̅ (penguasaan kepemilikan). 

2. Pembatasan dalam ayat di atas, masjid dan semisalnya bukan termasuk 

salah satu dari delapan asn ̅f. Kata "Innama" sebagai pembuka ayat 

adalah kata pembatas, karenanya tidak boleh memberikan zakat kepada 

seseorang atau pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan 

di atas.
15

 

Pendapat kedua: menyatakan bahwa maksud dari kata “sab l̅ llah ” 

adalah “sab l̅ l̅  kho r̅” (jalan kebaikan) artinya segalamacam hal yang yang 

berkaitan dengan agama itu masuk dalam kategori “sab l̅illah ”, karena itulah 

diperbolehkan memberikan zakat untuk masjid. Pendapat ini dituturkan oleh 

Imam Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Imam Qaffal 

dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa sebagian fuqaha memperbolehkan 

memberikan zakat untuk semua kebaikan, seperti mengkafani mayit, 

membangun benteng dan membangun masjid dengan alasan bahwa kriteria 

“sab l̅illah ”  itu mencakup semua hal tersebut, pendapat ini juga di tuturkan 

oleh Imam Al-Kasani dalam kitab Bada’ius Shonai‟. Selain itu pendapat ini 

juga didukung dan difatwakan oleh beberapa ulama‟kontemporer, seperti 
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 Badrul Tamam, “Zakat untuk Pembangunan Masjid, Bolehkah?”, http://www.voa-

islam.com, diakses 13  September 2014 pukul 16.00 
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Sayyid Shadiq Hasan Khon, Syaikh jamaludin Al-Qasimi,. Syaikh Rasyid 

Ridho, Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Husain Mahluf. 

Dalam tulisannya Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa 

“Pembiayaan masjid termasuk dalam pembelanjaan  zakat sebagaimana 

dinyatakan dalam surat At-Taubahayat 60 dengan nama “sab l̅ llah ” yaitu: 

(artinya) “Bahwasanya zakat itu  diperuntukkan bagi orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, amil (petugas zakat), orang-orang yang  dibujuk hatinya, 

untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk sabilillah, 

dan ibnu sabil. Hal ini atas dasar bahwa perkataaan „sab l̅ llah ‟ itu 

maksudnya ialah kepentingan umum yang manfaatnya bagi sekalian kaum 

muslimin dan tidak terbatas pada satu golongan tertentu saja. Jadi  ia meliputi 

soal-soal yang bersangkutan dengan : masjid, rumah sakit, gedung-gedung 

pendidikan, industri-industri besi/baja, industri mesin dan sebagainya, yang 

manfaatnya kembali kepada masyarakat umum”.
16

 

Fatwa Syaikh Mahmoud Syaltout tentang substansi “sab l̅illah ” dalam 

konteks masa kini sejalan dengan pendapat ulama Al-Azhar dan tokoh 

pembaharu Sayid  Muhammad Rasyid Ridha (wafat 1935) yang banyak 

dirujuk oleh kalangan ulama di berbagai negeri muslim sampai sekarang. 

Pengertian “f  ̅ sab l̅ llah ” sebagai asn ̅f penerima zakat tidak terbatas pada 

kepentingan perjuangan yang bersifat fisik semata dalam rangka pertahanan 

negara dan agama, tetapi sesuai yang dipahami dari al-Qur‟ ̅n dalam kaitan 
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Fuad Nasar, “Menjawab Keraguan Bolehkah Zakat Untuk Membangun Masjid”, 
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dengan pembagian zakat kepada delapan asnaf bahwa kalimat “sab l̅ llah ” 

ditampilkan “secara umum guna kepentingan umum pula”. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang 

data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan serta 

pemikiran tokoh yang digali secara intensif dan dengan analisis atas semua 

data dana tau informasi yang telah dikumpulkan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber 

data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang 

berbentuk verbal. Kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini 

yang menjadi sumber data primer adalah subjek penelitian yang berkenaan 

dengan variabel itu sendiri. Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, rekaman video, benda-

benda dan lain-lain yang dapat memperkaya sumber data primer.
17

 

Sumber data primer dalam penalitian ini adalah buku karangan 

Syaikh Mahmud Syaltut yang berjudul Fatwa-Fatwa, buku Solusi 

Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan 

Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010). Sumber data sekunder dalam 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik  (Rev, Ed) 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 120. 
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penelitian ini yaitu: buku- buku, kitab-kitab fiqh, artikel yang berkaitan 

dengan masalah zakat untuk masjid. 

Kitab-kitab hadits  yang digunakan sumber penelitian ini berupa 

kitab Rahmah al-Ummah, kitab Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), kitab 

Bughayatul Mustarsyidin. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai 

sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang ditulis 

oleh Dr. Yusuf Qardawi yang berjudul Hukum Zakat, Studi Komparatif 

Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis, Dr 

Yusuf Qardawi yang berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer, Supani yang 

berjudul, Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundanga-undangan, 

Didin Hafidhuddin yang berjudul,  Zakat Dalam Perekonomian Modern, 

Abdul Hamid Mahmud yang berjudul, Ekonomi Zakat.dan lain-lain. 

3.  Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, penyusun menggunakan metode yaitu : 

Metode dokumentasi, metode dokumentasi yaitu mengmpulkan data 

dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, metode 

ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, 

catatan-catatan, serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai 

metode pengumpulan data adalah setip pernyataan tertulis yang disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa 

atau menyajikan akunting.
18
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Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah hasil Muktamar 

NU ke-1 masalah ke 5 yang membahas tentang penyaluran zakat untuk 

pembangunan masjid dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut tentang 

penyaluran zakat untuk pembangunan  masjid serta data-data lain yang 

membahas tentanng zakat untk pembanngunan masjid. 

4. Analisis Data 

Metode  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitik dan metode komparatif. Metode deskriptif analitik 

adalah mendiskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang 

bersifat faktual secara sistematis dan akurat.
19

 Metode ini digunakan untuk 

menggambarkan hasil muktamar NU dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut 

tentang zakat untuk masjid. Metode komparatif yaitu membandingkan dua 

atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian 

ditarik kedalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-

faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang 

diselidiki dengan faktor lain.
20

 Metode ini digunakan untuk mengetahui 

penyebab perbedaan antara NU dan Syaikh Mahmud Syaltut dalam 

menghukumi zakat untuk masjid. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan untuk mendapatkan 

pemahaman yang sistematis, maka penyusun membagi pembahasan skripsi 
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 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm.41. 
20
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ini menjadi lima bab, yang mana masing-masing memiliki korelasi dan 

kesinambungan antara satu dan lainnya. 

Adapun gambaran umum tentang bab-bab tersebut sebagai berikut : 

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah 

untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung 

timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi 

masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. 

Rumusan masalah, secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang 

diteliti. Tujuan dan kegunaan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas. 

Kajian pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik 

untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. Kerangka teoritik, sebagai 

landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian, 

sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan 

menganalisis data. Sistematika pembahasan, untuk menerangkan alur 

pembahasan yang diteliti. 

Bab kedua, berupa zakat dalam Islam, memuat tiga bab. Sub bab 

pertama berisikan pengertian zakat, sub bab kedua berisikan dasar hukum 

zakat, Sub bab ketiga golongan yang berhak menerima  zakat.  

Bab ketiga, berupa sekilas tentang sejarah jam‟iyah Nahdlatul Ulama 

dan boigrafi Syaikh Mahmud Syaltut. 

Bab keempat,  berisi analisis penyaluran zakat untuk pembangunan 

masjid menurut hasil muktamar NU ke-1 dan Fatwa Syaikh Mahmud 

Syaltut, dengan sub bab pertama membahas analisis tentang penyaluran 



17 
 

zakat untuk pembangunan masjid menurut hasil muktamar NU dan fatwa 

Syaikh Mahmud Syaltut, sub bab yang kedua membahas analisis terhadap 

dasar hukum penyaluran zakat untuk pembangunan masjid menurut hasil 

muktamar NU dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut.  

Bab kelima, terakhir, berisi penutup, yang akan menyimpulkan dari 

keseluruhan hasil penelitian yang telah ada, kemudian ditambah saran-saran 

dari penyusun.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penyaluran zakat adalah kepada delapan asn ̅f sesuai dengan ayat Al-

Qur’an surat at-Taubah ayat 60, yaitu: Orang  fakir, Orang  miskin , Pengurus  

zakat (Amil), Muallaf, Memerdekakan budak, Orang berhutang, f  ̅ sabīlillah 

(jihad), Ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). 

Menurut hasil muktamar NU, bahwa bagian sabīlillah tidak boleh 

disalurkan untuk pembangunan masjid, karena sifat zakat adalah litaml k̅ 

(kepemilikan) sedangkan masjid atau gedung semacamnya tidak bisa 

memiliki. Ini menurut ulama yang mempersyaratkan penerima zakat harus 

tamlik (kemampuan memiliki). Dan juga Jika zakat boleh diberikan untuk 

semua kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, mencetak buku, 

atau semacamnya, tentu akan ada banyak hak orang fakir miskin dan 6 

golongan lainnya yang berkurang dan menjadi tersita. 

menurut Syaikh Mahmud Syaltut zakat bagian sabīlillah  boleh 

diberikan kepada masjid. Menurut beliau kata f  ̅ sabīlillah mencakup semua 

yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam 

Ar-Razi dan Imam Al-Kasani. Sedangkan Syaikh Rasyid Ridha dan Syaikh 

Mahmud Syalthut menafsirkan kata “f  ̅ sabīlillah” dengan: segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim. 
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Perbedaan pendapat dari kedua permasalahan diatas adalah perbedaan 

dasar hukum dari masing-masing pendapat. Yaitu Muktamar NU mendasarkan 

pada hadist Nabi pada kitab Sunan Abu Daud “sesungguhnya Ziyad bin Haris 

Ash Shudaaai R.A dia berkata : aku mendatangi Rasulullah S.A.W , maka aku 

berbai’ah kepada beliau.., selanjutnya menyebutkan hadis yang panjang. Lalu 

ada seorang laki-laki datang kepada beliau berkata : “berikanlah saya zakat”,  

Rasulullah S.A.W. menjawab: “sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum 

seorang nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah 

sendiri yang menentukannya. Dibagi-Nya delapan bagian (yang berhak 

menerimanya) jika kamu tergolong kedalam bagian itu, akan aku berikan 

hakmu” 

Mahmud syaltut mendasarkan pendapatnya pada pendapat yang 

dinukil oleh imam al-Qaffal yaitu : “Imam al-qaffal mengutip dari sebagian 

ilama fikih bahwasannya mereka memperbolehkan penggunaan hasil 

sedekah atau zakat bagi semua jalur kebaikan, seperti mengkafani mayit, 

pembangunan benteng dan pembangunan masjid, karena firman Allah fi 

sabilillah  bersifat umum mencakup keseluruhan” 
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B. SARAN-SARAN 

1. Setiap manusia memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda , jadi kita 

harus bisa memaklumi dan memahami jikalau terjadi perbedaan pendapat  

dikalangan para ulama tentang penghukuman suatu masalah. 

2. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus 

segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang 

telah disusun dalam program kerja. 

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun asn ̅f 

lainnya, maka upaya penggalian  sumber-sumber zakat harus terus 

dilaksankan agar  masyarakat semakin percaya. 
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